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ADSTRAK

YUNI SUSILAWATI, 05193021, Jurusan [lmu Politik, FISIP-UNAND Padang, Dengan
judul skripsi: Keterwakilan Politik Perempuan Di DPFRD Kota Padang Periode 2009-
2014 Pasca Pembatalsn Penctapan Calon Terpilih Berdasarkan Nomor Urut dalam
Undanp-Undang Pemilu Momor 10 Tabhun 2008, Schapai Pembimbing I Dra. Sri
Seryawatli MA dan Pembimbing IT Drs. Syaiful M.Si Skripsi ini terdiri dari 197 halaman
denpan 29 referensi buku, 2 skripsi, 14 situs internet, 5 pndang-undang dan peraturan
lainoya.

Demi mewujudkan adanya keterwakilan politik perempuan, maka dikeluarkaniah
serangkaian kebijakan affiematif. Kebijakan affirmatif erwujud dalam sistem pemilu
proposional terbuka yang diator dalam UL Nomor B Tahun 2008 tentang pemilu
angpola DPR, DPD, dan DPRD delam pasal 53, 55 dan 214, Namun seiring
dibatalkannya pasal 214 UL pemilu, maka peluang afffrmative action keterwakilan
palitik peempuan menjadi diminimalisir,

Peneliti sampai kepada permasalahan, yakni bapaimana konsistensi partai politik
remenang pemilu legislatif daerah Kolta Padeng 2009 dalam  menindaklanjuti
Affirmative Action  tentang  keterwakilan politik  perempuan  dan  bagaimana
keterwakilan politik perempuan dari partai politik pemenang pemilu legislatif daerah
di DPRD Kota Padang periode 2009-2014 pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu
MNomore 10 Tahun 2000,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatit deskeiptif, kajian teoritis
mengenal gffirmative action, keterwakilan politik (terutama bagl perempuan di arena
tegislatify, sistem pemilu proposional terbuka serta mekanisme rekrutmen caleg partai
politik,

Hasil perelitian menunjukkan bahwa parpol vang paling konsisten dapat divrutkan
mulai dari PDIP, PPP, Partai Golkar dan PPP, PKS,. Gerindra, Hanura, PAMN, dan
Demokrat. Adapun keterwakilan politik perempuan mengalami penurunan kuantitas
pasca diatalkannya pasal 214 UU Pemilu Nomor 10 Tahon 2008 dibandingkan jika
tetap menggunakannya

Kata kunei: Affirmative Action, Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Partai
Paolitik, Keterwakilan Politik, Kuota
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PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Masalah

Pemniliban umum  merupakan wadah vang bertojuan untuk memberikan
sesempatan pada maswvarakat untuk menentukan siapa vang akan mewakili mereka
calam lembaga legislatil dan siapa vang akan memimpin mereka dalam lembaga
shsckutill Pemiliban umuom jugs wadsh untuk menjaring orang-orang yang benar-
menar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat
dzerah maupun di tingkal nasional.

Pada masa reformasi berdasarkan UL Pemilu Tahun 1999 dan 2004,
artisipasi politik diberikan ruang yang cukup lebar. ranah-ranah politic haleh
—szntuh oleh setiap polongan, tanpa adanva diskriminasi. Tidak ada lagi ketskutan
—tuk menentukan piliban terhadap partai dan tokoh-iokoh vang mereka kehendaki
—tuk menduduki jabatan-jabatan publik. Masyarakal secara bebas memilih partai
ik vang jumlshnya sangat banyak dengan idologi dan tawaran program vang
Serzgam,

Posisi. peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik pun
—==kin meningkal dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah

“onesia merdeka. Meskipun jumlah perempuan Indenesia menurut Bire Pusal
~etik Republik Indonesia (pada tahun 2001) jumlabnya adalah 101.628.816 atau
~=r 31 persen dari jumlsh penduduk Indonesia dan jumlah perempuan pemilih

~ o= pemilihan wmum vang lalu adalab 37 persen, namun jumlah tersebut tidak
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'?{_ ] ierwakili dan tercerminkan sccara proporsional dan signifikan dalam lembaga-
| lembaga  ataw discktor-sektor  strategis  pengambilan keputusan/kebijakan  dan
pembuatan hukum formal.

Megara-nepars yang berhasil mencapai tingkal signifikan atas keterwakilan
perempuan dalam parlemen nasional pada umumnya adalah negara-negam vang
meneraphan suaty bentuk sislem koota untuk pencalonan. Dalam bal ini dimana
perempuan  tecjaming mendapat  proporsi o minimum dari posisi-posisi yang
Temungkinkan untuk menang dengan sistem representasi proporsional.” Usiuk ity
corlo dikaji sistem yang tepat schingga mampu  meningkatkan  keterwakilan
serempuan di legislatill Disamping ity perlu dikaji tentang sistemn koota vang
“ierapkan pada negara vang telah berhasil melaksanakan sistem tersebut, karena
“arapkan bahwa sistem terscbut bukan hanva sebatas wacana, namun hars
~emuskan dan dicantumban secara tegas dalam kebijakan politik secara operasional.

Perjusngan para aktivis perempuan dalam  mempersuasi nesara untuk
semzmplementasikan himbevan Konvensi tentang Penghapusan Segala Rentuk

—warminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of

Scomination Against Women/CEDAW) PBR kepada negara-nepara  vang

¢ T Nantri. SH dilam wilisan berjudul Perempron don Paligk yana diakses online ezl 14
Pebrant 2009, www. pdfsearchengine, com.

& Purn Mantn, Log O,

e enang Pesghapusan Seada Bentuk Diskriminasd ieshadap Perempuan (Convention un the

rrination of All Forms of Discrimination Against Women) wdalnh solzh satu perjanjian

stomasional lentang hak-hok manusie yang ditedima oleh Majelis Umom Perserikatan
Sarzsa-Banga pada 18 Desember 1979, Konvens ini mengatur tentang kewajiban negam
ek melakukan upaya pengchapusan sepala bentuk diskriminasi terhadop perempuan dan
srbindumsmn terhadap hak-hak perernpuan (politik, ckonomi. sosial bskiva),  Megora
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menandalangan konvensi fersebul termasuk negara Indonesiz. baru mendapat
perbatian yvang serios dari parlemen RI di era Reformasi ini. Salah satw himbasan
LEDAW PBB unluk mengeliminasi segala hentuk diskriminasi terhadap perempusn
adafah dengan melakukan tindakan affirmatil. Tindakan affirmatit’ (giffemarive
uchint) adalah tindakan khusus koreksi dan Kompensasi dari negara atas ketidakadilan
cender terhadap perempuan sclama ini.

Dalem pasal 4 CEDAW PBB®, berbunyi bahwa; “tindokens affirmatif adalalh
langkah-lanzkah Ehsus semertara vane dilakukan etk EHCEP PETSUmaan
“escmpatan dan perlafuan anara laki-loki dan perempuan ™. Pengertian awalnya
=dalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkon dikenakannya kepada kelompok

wrentu pemberian konpensasi dalam keistimewasn dalam kasus-kasus tertentu guna

[ndonesia merailikasi konvensi tersebut melalui legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada 24
lli 1984 menjadi UL Mo, W95, denpan mersservasi Pasal 20 At (1) CEDAW. Schagai
negarn viny telah meratifikasi CEDAW, Indonesia terikat dengan Komvens: CEDAW dan
berkewajiban melkeanakan pasal-pasal CEDAW melalui upaya-upava pro-akiif untuk
mewujudkan kesctaraan gender, Negam juga wajib membuar laporen awal (initial repon) dan
fagorn berkaln ke Komite CEDAY PBR {Commites on the Eliminaton o All Forms of
Discrimimation  Against  Women—selanjutnve  Komite CEDAW) tenang  pebaksanion
honvensi CEDAMW setiap ermpal tahun, Sumber: Kalyanumitzm Website mengenai “CEDA#
Warking Creanp fitianive: Upava Mememiers Konsistensi Pemerintad™, 26 Apmil 2007,

“asal I hunggne T memuat deftor situasi dan kondisi serta hal-hal apn vang menjadi teesene jawah
negard dalam rangka mengelininasi diskriminasi teehadap perempum sebagai berikuot:
Pertuma, Mengakhin diskriminasi dengan cara menjsmin hak-hak perempuan melalut storan
perundang-undanmn dan kehijakan di level domesik. Kedun, Menjomin pelaksanasn prakiis
cari hak-hak terscbut mclalei kmgkah-langkah olau amran Keesas dengan mencipizkan
kondisi vang kondusif dalam meningkatkan kesempatan akses perempusn pada peluang dan
kosempatan yang mdi. Ketipn, Mengadopsi mekanisme sonksi baoi pelaku kejahatan
drskriminasi dan penyclenggaran perfindungan hukum. Perlindumgas ini dilakukan dengan
cara menghipes  atumn-agturan yang  memberikon peluang legjadinya prikiek-prikizk
diskrimingsi. Kesmpad, Megara juga benanggungguwab melakukan upaya mengelinms
fiskriminazi vang dilakukan orang per orang, keluarga, orgamiszsi dan swasto, Diakses
mclalur wehsite denpan judul Pengariietomaan CEDAW dan Had Syl (Perempuant oleh
Sobar Harting, Dispmparkon padn Forum Diskusi ntersekst, Ol Fighis dan Demokratisai:
Fenpalnman Indoncsia 117, 27-29 Januan H03, Kuningan, Jaws Barar.



mencapal representasi yang proporsional dalam beragam institusi don pekerjaan. Aksi
affirmatif ini adalah juga diskriminasi positif.”

Yayasan Internasional untuk sistem pemilu ahun 2000 menpemukakan bahwa
ada tign faktor utama® vang memiliki penparuh paling signifikan pada tingkat
reterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang angpotanyva dipilih, yaitu:

(13 Sistem Pemilu ;

{2) Peran dan Organisasi politik;

{21 Pencrimaan kultural termasuk aksi mendukung (4 ffirmarive dction) yang

bersifat wajib atau sukarela.

Keterwakilan  perempuan di dalam  parlemen menjadi hal yang  patut
Sowujudkan, Oleh karena ita, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam
semtemen perlu diwdjudkan melalui serangkaian affirmarive action, Salah sas
~ocakan affirmatil adalah dengan penetapan sistem kuota sedikitva 30% dalam

“tusi-institusi pembuatan kebijakan negara, Berkat perjuangan pigih koalisi para
s permasalahan perempuan dan koalisi perempuan anggota parlemen, di tengah
seseminya alam demokrasi dan keterbukoan di cra Reformasi ini, secara managerial
Toementasi tindakan affiomatit ini, datlam hal perwakilan perempuan di parlemen
—= raniai politik, telah berhasil diundangkan secara formal dafam pasal 65 Undang-

e Pemile Nomor 12 Tahun 2003 vang selanjutnya akan direvisi,

wacur dar Makalah berjmiul Keterwakilan Perenpanen of Dewon Pervakifon Radyar; Kesiopan
S Polink dan Pevemgor Indonesia oF Areoa Podiid Peakiis Oleb - Imas Rosidawati
s SN Dinkses tangeal 14 Felsrumes MW,
L Fomw Nantri., Los e,
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demi memastikan terwakilinya perempuan dalam  lembaga  legisianf,
Indonesia telah mengelearkan seranpkaian kebijakan yang mengatur mengenal
penerapan kuota melalui badan hukum. Sistem kuota ini juga berujuan untuk
meningkatkan representasi perempuan karena masslah yvang biasanya muncul
adalah kurang terwakilinya perempuan. Hal ini relevan sebab  perempuan
merupakan 50 % dari jumlah penduduk di Indonesia.

Fakia di lapangan menunjukkan bahwa walaupen wacana gffirmaiive
action kurang akrab di lingkungan politis di Kota Padang, sejumlah kader partm
politik menjalankan ketentuan kuota keterwakilan perempuan schagai sebuah
kewajjiban schagaimana vang telah diamantkan coleh Undang-undang. Walaupun
kendala secara umum dalam pelaksanaan aturan kvota tersebut dikarenakan
kurangnya minat perempuan vang mendaftar schagai calon, partai politik tidak
didorong dengan pemberian sanksi sebab aturan dalam UL pemilu tidak mengatur
mekanisme pemberian sanksi tersebut. Hal ini menychabkan kurang maksimalnya
pelaksanaan afffrmarive action sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 dan 55
UL Pemile Momaor 10 Tahun 2008, Kurangnys minal perempuan juga lerkendala
dengan masih kuatnva budaya patriaki di Kota Padang yang mana perempuan

masih jarsng didudukkan di nomor wrut kecil pada penvusunan DCS. Selain it
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budava persaingan yang masih terkesan patriaki juga menvulitkan caleg

perempuan untuk menambah dukungan masyarakat dalam kampanye pemilu.
Melalui hasil penelitian, maka kesimpulan vang didapat sesuai dengan

tujuan penelitian adalah:
1] Dari sembilan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009, wda
empat partai politik yang tidak memenuhi ketentvan kvota perempuan
dalam dafiar calon sebagaimana yang diatur dalam LIU Pemilu Nomor 10
Tahun 2008 pasal 33, Partai politik tersebut mengusung kuola perempuan
tidak sampai 30%. Paortai politik tersebut antara lain; Hanura sebanyak
28%, Gerindra schanyak 28%, PAN sebesar 26% dan temskhir Partai
Demokrat sehesar 25%. Jumlah perempuan vang berhasil direkruit partai
untuk menjadi bakal calon masih kurang memenuhi ambang batas 30%,
hanva beberapa partai saja vang konsisten menjalankannya.

Banyak partai yang tidak mematuhi ketentuan metode silang/zipper
systers dalam penempatan nomor urut perempuan. Metode silang ini
bertujuan untuk memaksimalkan kuota 30% perempuan dan memudahkan
pemilih  untuk  melihat  kandidat-kandidat  calep  perempuan  dan
menetapkan piliban mereka. Partai yang mematuhi ketentuan sebagaimana

yang tercantum dalam pasal 535 UL Pemilu tahun 2009 antara lain Partai

Gerindra, Golkar, dan PBE,
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Dhari analisis terhadap konsistensi partai terkait pasal 53 dan 55 LU
Pemilu Nomor [0 Tahun 2008, maka sembilan partai politik pemenang
pemilu legislatif tabun 2009 dapat divrutkan sesusi dengan Ronsistensinya
terthadap affirmative action keterwakilan politk  perempuan,  Bernkut
uratannya:
|. PDIP; dengan kuota keterwakilan perempuan yang paling banyak

diantara sembilan parpel, yaitu sebesar 42, 10%.

(]

. PPP; walaupun terbentur kendala sistem zipper pada dapil 1V, namun
PPP telah berhasil melampaui batas kuots 30% dengan keterwakilan
perempuan sebesar 34, 88%.

3, Partai Golkar dan PBB; kedua partal iml sama-sama last pada sistem
zipper dan persentase kuota vang dimiliki masing-masing sebanyvak
30,7%.

4. PKS; denpgan jumlah kuota sebesar 30%,

5. Gerindra; partai ini taat mendudukkan perempuan sesuai dengan sistem
zipper, namun kuota vang dicapal tidak mencukupt bilangan 30%.,
vakni sebesar 28,57% saja.

6. Hanura; partai ini hanya terpaut % saja dari Gerindra dalam hal
keterwakilan perempuan dalam DT, vaitu sebesar 27 08%.

7. PAN; dengan kuota hanya 20,4 1% saja. dan terakhir:

8. Demokrat; paling tidak konsisten dalam memenuhi bilangan kuota 30%

dan sistem zipper vang tidak teratur, Demokrat hanva memiliki kuota

keterwakilan perempuan dalam DCT sebesar 25.45%.
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